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DESA, BAGI HASTI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI

DAERAHSETIAPDESADIxaeuPATENKAROTAHUNANGGARAN2oI9

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARO, '/'

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2Ol4 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2ol4tentangDesasebagaimanatelahdiubahbeberapa
kali d'engan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun

20lg tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2Ol4 Tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Ol4

Tentang Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati

tentang Tata Cara Pengalokasian' Penggunaan dan

Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa' Bagi Hasil Pajak

Daerah Dan Retribusi Daerah Setiap Desa di Kabupaten

Karo Tahun 2Ol9; .t-

Menimbang

Mengingat : 1. Unclang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang

Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten - Kabupaten

dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara

(Lembararr--ir.gi'u Republik Indonesia Tahun 1956

Nomor 58, Tambahan l4Zrnbaran Negara Republik

Indonesia Nomor log2); /
2. Undang-Undang Nomor t7 Tahun 2003 tentang

Keuangar-, N"g^?" (Lembaran Negara Republik Indonesia

.J.

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lglnbaran Negara

Republik lndonesia Nomor 4286); ./
Unau.t g-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

pemerintahan n.erah (Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun 2OO4 Nomor 726 ' Tambahan Lembaran

Negara Repubiik Indonesia Nomor 4438); 1
Undang-Undang Nomor 12 'lahun 2OlI tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oll
Nomor 82, Tambaltran Lembaran Negara Republik

14

4.

lndonesia Nomor 5495); ///'
5. undan*... I



-2-

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentang Desa

(Lembaran N"go'u Republik lndonesia Tahun 2Ol4

Nomor 7, 'f''mUaf'at' Lembaran Negara Republik

Indonesi.a Nomor 5495) ; '/-
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang

Pemerintahan bte'ah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 244 ' Tambahan Lembaran

Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor g Tahun 2Ol5 tentang

Perubahan t<"duo Atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2OI4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik lndonesia Tahun 2OLS Nomor 58'

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5679); ,"
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 140' Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a578\; /

B. Peraturan Pelerintah Nomor 43 Tahun 2OL4 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun 2Ol4 Nomor 123'Tambahan Lembaran

Negara Republik lndonesia Nomor 5539) sebagaimana

telah aruuarr beberapa kari terakhir dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan

Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun

2Ot4 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2Ol4 Tentang Desa (Lembaran Negara

Republik lndonesia Tahun 2}lg Nomor 47 ' Tambalran

Lembaran Negara Republik Ind'onesia Nomor 6321); '/

g. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2Ol5 tentang

Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja

DanJaminanKematian(LembaranNegaraRepublik
indonesia Tahun 2015 Nomor 15a); 

"'
10. Peraturan Presid'en Nomor 82 Tahun 2OLB Tentang

JaminanKesehatan(LembaranNegaraRepublik

11.

12.

l-l.J.

lndonesia Tahun 2018 Nomor 165);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2Ot4

tentang Pembangunan Desa (Berita Negara Republik

lndonesia Tahun-ZOt+ Nomor 2094); '/'
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018

tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2ol8 Nomor 611); /..
Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun

2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah

Kabupaten t<aro (Lembaran Daerah Kabupaten Karo

Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah

KabuPaten Karo Nomor O3); ,/
14' Peraturan"'

a
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14, peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 01 Tahun

2Llgtentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun atgit'^'i-2oLg (Lembaran Daerah Kabupaten

Karo Tahun 2}lg Nomor 01);

15. Peraturan Bupati Karo Nomor 03 Tahun 2015 tentang

Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten

Karo Tahun 2015 Nomor 03) sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Karo

Nomor 03 Tahun 20t7 tenLng perubahan Kedua Atas

Peraturan Bupatl Karo Nomor 03 Tahun 2015 tentang

Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten

Karo Tahun 2Ol7 Nomor O3);

16. Peraturan Bupati Karo Nomor 18 Tahun 2015 tentang

Pedoman Tata Cara Pengadaan Baraogl^Jasa di Desa

(Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2015 Nomor 19)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati

Karo Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas

Peraturan Bupati Karo Nomor 18 Tahun 2015 tentang

Pedoman Tata Cara Pengadaan F,atangf Jasa di Desa

(Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2Ol7 Nomor 18);

MEMUTUSI{AN:

MenetaPkan

BAB I

KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah KabuPaten Karo'

2, Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh

pemerintah Daerah dan Dewan Plrwakilan Rakyat Daerah menurut asas

otonomidantugaspembantuandenganprinsipotonomiseluas-luasnya
dalam sistem dan prinsip Negaia Kesatuan Republik Indonesia

sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945'

3.PemerintahDaerahadalahKepalaDaerahsebagaiunsurPenyelenggara
pemerintahan daerah yang *"Li*pin pelaksanaan urusan Pemerintahan

y.tr* menjadi kewenangan daerah otonom'

PBRATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA -
pENGALolrAslAN, 

"jr,*oo\Eoo^'-oAN --+ENETAPAN -
R'NC'AN TAf-OXa'SI ".DANA 6EIi,-BAGI.-HASIL nhJAK'-
;'ft"ili1 i#n2;;rxsusr'-paBnan .aErIAP /-DESA /DI /
KABUPATEN KAROdET{U N XT'IGGARAN 20 19'

4. Bupati adalah BuPati Karo'

5. Camat adalah atau sebutan lain

berada dibawah dan bertanggung
adalah PemimPin kecamatan Yang

jawab kePada BuPati Karo melaiui

h,
Sekretaris Daerah.

6. Kecam.t"rr...L
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6.Kecamatanadalahwilayahkerjacamatsebagaiperangkatdaerah

, x1?::ilrffi1;:il::"j: Belanja Daerah, vans seianjurnva disingkat

APBD,adalahrencanakeuangantahunanpemerintahandaerahyang
dibahas dan disetujui bersar.ia oleh Pemerintah Daerah dan Dewan

perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan clengan Peraturan Daerah'

g. Badan permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain'

selanjutnyadisingkatBPD,adalahremulli,yangmerupakanperwujudan
demokrasidalampenyelenggaraanpemerintahanDesasebagaiunsur

,. 'r""::"f;:,}TH:TUX'i|]}'""ff atau vans disebut dengan nama lain'

selanjutnyaclisebutDesa,adalahkesatuanmasyarakathukumyang
memilikibataswilayahyangberwenanguntukmengaturdanmengurus
urusanpemerintahan,kepentinganmasyarakatsetempatberdasarkan
prakarsama,syarakat,hakasalusul,d'anlatauhaktradisionalyang
diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan

10. I:l::l*iilt;:3t?,", yans disebut nama lain adarah Kepala Desa dan

Perangkat Desa sebagai "'i' 
penyelen ggara Pemerintahan Desa'

11. Kepala Desa adalah p"*i*pi. n"sa yJ; dipilih langsung oleh pen'a-uduk

,r. B::;J#:?H[T#|T.,,,".,r pembantu Kepara Desa, vans terdiri dari

sekretariat Desa, pelaksan. k"*ilryahan, dan pelaksana teknis;

l3.RencanaPembangunanJangkaMenengahDesayangselanjutnya
disingkat RP.JMDesa, adalah R.,-.c,.,o Kegiatan Pembangunan Desa untuk

jangka waktu 6 (enam) tahun;

14. Rencana Kerja pemerintah Desa yang selanjutnya d'isebut RKPDesa'

adalah penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;

15.AnggaranPendapatandanBelanjaDesaselanjutnyadisingkatAPBDesa
adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan

disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD' yang ditetapkan

dengan Peraturan Desa'

16. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya 
_ 
disingkat ADD, adalah dana

perimbangan yang diteriria Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan

Belanja plerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus;

lT. pajakDaerah adalah kontribusi waJib kepada Daerah yang terutang oleh

orangpribadiataubad,anyangbersifatmemaksaberdasarkanUndang-
Undang,dengantidakmendapatkanimbalanSecaralangsungdan
digunakan urrtut keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran

rakYat; 1 -,^: -^*'
18. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa

atau pemberia n tzintertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan

olehPemerintahDaerahuntukkepentinganorangpribadiatauBadan;
19. Bagi hasil pa:ak daerah dan retribusi daerah adalah bagian dari

penerimaan hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang diberikan

kePada Pemerintah Desa;

20.Penght'iiu-""' L e<



-5-

20.PenghasilanTetapadalahjumlahpenerimaanyangsahyangditerimaoleh
Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap bulan;

21. Tunjangan BPD adalah jumiah penerimaan yang sah yang diterima oleh

BPDdalamrangkapelaksanaantugasdanfungsisetiapbulan'

BAB II -/'
PENETAPAN, MAKSUD, TUJUAN, DAN PRINSIP /

Pasal 2

(1) Peraturan Bupati ini menetapkan Rincian ADD setiap Desa di Kabupatery-

Karo Tahun Anggaran 2}lg sebagaimana tercantum dalam Lampiran I

yangmerupakanbagianyangtidakterpisahkandenganPeraturanBupati
ini.

(2) Peraturan Bupati ini menetapkan Rincian Bagi Hasil Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah setiap Desa di Kabupaten Karo Tahun Anggaran 20t9

sebagaimana tercantum dalam Lampiran ll yang merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini' ,/

Pasal 3

Maksud penetapan rincian ADD dan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk memberikan ADD Dan

BagiHasilPajakDaerahd'anRetribusiDaerahkepadaDesadalamrangka
mendukung pelaksanaan penyelen ggaraan pemerintahan Desa' pelaksanaan

pembangunanDesa,PeyibinaankemasyarakatanDesa,danpemberdayaan
masyarakat Desa. ./

Tujuan penggunaan ADD dan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

sebagaimanadimaksuddalamPasal2a.Q'ai,ahsebagaiberikut:
a. menambah PendaPatan Desa; /
b. meningkatkan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa'

pelaksanaanpembangunanDesa,pembinaankemasyarakatanDesa,dan
pemberdayaan masyarakat Desa sesuai kewenangannya; /-

c. meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatah Desa dalam

perencanaan,pelaksanaandiivenyo.*a|ianpembangunanseCara
artisipatif sesuai dengan potensl Desa;

d. meningkatkan pemerataan pembangunan, kesejahteraan' kesempatan

berpartisipasi,dankesempatanberusahabagimasyarakatDesa;
e.mendorongpeningkatanswad"ayagotongroyongmasyarakat;dan
f. meningkatkan kemandirian Desa 

-1-
Pasal 5

Prinsip pengelolaan ADD dan Bagi Hasil Pajak

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:
Daerah dan Retribusi Daerah

ha.pengelotr."....L
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a.pengeioiaankeuanganADDdanBagiHasilPajakDaerahdanRetribusi
Daerahmerupakanbagianyangtidakterpisahkandaripengelolaan
keuangan Desa dalam APBDesa;

b. seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif

dan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

c. ADD dan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah digunakan secara

hemat, terarah, dan terkendali'

(i)

BAB III

PENGALOKASIANDANPTMBAGIANALOKASIDANADESA
Pasal 6

PengalokasianADDTahun2olgditetapkansebesarRp.
81.819.589.100,00(delapanpuluhsatumilyard.elapanratussembilan
beias juta lima ratus delapan puiuh sembilan ribu seratus rupiah) Untuk

259(duaratuslimapuluhsembilan)DesadiKabupatenKaro.
pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan loo/o

(sepuluhpersen)DanaPerimbangandikurangiDanaAlokasiKhusus;
pengalokasian ADD sebagaim.i di*rksud pada ayat (2) bagi masing-

*."i.rg Desa dengan mempertimbangkan:

a.kebutuhanpenghasilantetapKepalaDesadanPerangkatDesa;
b. tunjangan BPD dan;

c.jumlahpendudukDesa,angkakemiskinanDesa,luaswilayahDesa,
dan tingkat kesulitan geografis Desa'

BAB IV

PERHITUNGAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 7

(1) Besaran ADD Kabupaten dihitungkan dengan rumus sebagai berikut:

(2)

(3)

Keterangan
ADD Kab
DP
DAK

(2) ADD terdiri dari ADD Merata sebesar 6O% (enam puluh perseratus) dan

ADD eroporrional (ADDp) sebesar 4Ooh (empat puluh perseratus).

Alokasi Dana Desa KabuPaten
Dana Perimbangan
Dana Alokasi Khusus

ADD yang diberikan kepada setiap Desa;

ADD yang diberikan secara merata kepada

ADD yang diberikan secara proporsional
Variabel.

Keterangan
ADD
ADDM
ADDP

setiap Desa;
sesuai Bobot

(3) Besar.rr... L q
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diberikan kePada Desa diPerhitungkan dengan
Besaran ADD Merata Yang
rumus sebagai berikut :

Keterangan
ADDM
ADD Kab

, OrO Merata
: ADD Yang dialokasikan kabuPaten

ADD
Nilai
ADD

yang diberikan kepada Desa X secara proporsional;

bobot Desa untuk Desa x;

Proporsional'

Pasal 8

yat (2) dengan koefisien dan indeks

(1)

(2)

Niiai bobot Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4)

merupakan nilai Desa x yang ditentukan berdasarkan variabel. .,----

Variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a. jumlah Penduduk;
b. iuas wilaYah Desa;

c. angka kemiskinan; dan

d. tingkat kesulitan geografis

Variabel sebagaimana dimaksud

sebagai berikut: /-
pada a

(3)

Variabel

iumlah Penduduk
luas wilaYah Desa

--I-^ l.^*:^l-i^an

Koefisien Indeks
Huruf

KV1 0,4
a.

KV2 0,3
L
C.

KV3 o,2
il,r rx

KV4 0,1
d. Tin skat ke sulitan-gg eglgile-

pada ayat (1) ditetaPkan
(4) Besaran

dengan

Keterangan
a. BDx
b. KVlx
c. KY2x
d. KV3x
e. KY4x

nilai bobot Desa sebagaimana dimaksud

rumUs: -"'

nilai bobot Desa untuk Desa x;

koefisien variabel jumlah penduduk Desa x;

koefisien variabel luas wilayah Desa x;

koefisien variabel angka kemiskinan Desa x;

koefisien variabel tingkat kesulitan geografis Desa x'

BAB V... L a

ADDM = 60% aooV'a - p"n'gn"ih; lip d'n Tunj'ng'n "

(4)BesaranADDproporsionalyangdiberikankepadaDesq-diperhitungkan
dengan ,rrn.-i" !"ulg"i berikut t l-

Keterangan
ADDpx
BDx
ADDP

ffilx) + (o,g x .*y2xl+ (o,2 X KVBx) + (o,1 X KV4x))
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(1)

(2)

BAB V

PERHITUNGAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH b/
Pasal 9

Alokasi Bagi Hasil Pqak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2 ditetapkan lOa/o (sepuluh perseratus) dari realisasi

penerimaan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah;

Pengalokasian Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2Ol9

ditetapkan sebesar Rp. 5.346.089.304,00 (lima miliyar tiga ratus empat

puluh enam juta delapan puluh sembilan ribu tiga ratus empat rupiah)

untuk 259 (dua ratus lima puluh sembilan) Desa di Kabupaten Karo'

Pengalokasian Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (2\ dilakukan berdasarkan ketentuan:

a.6Ooh (enam puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh

Desa; dan
b.4Oo/o (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional berdasarkan

realisasi penerimaan bagi h4sil pajak dan retribusi daerah dari Desa

masing-masing. 
" 
r"

DBH=DBHM+DBHP

Keterangan
DBH
DBHM
DBHP

Realisosf Paiak + Retribusi dqri Desa X
DBHPx = x 100%

Totat Realisasi Pajak + Retribusi dari Selurtth Desa

(3)

Dana Bagi Hasil Pajak dan
Dana Bagi Hasil Paiak dan
Dana Bagi Hasil Pajak dan

Retribusi ,urru{-
Retribusi Daerah Merata --,Retribusi Daerah ProPorsiondl

(4) Pembagian 4Ooh (empat puluh perseratus) sebaggla'tana dimaksud pada

ayat (3) huruf b dihitung dengan rumusan : ,/

Keterangan :

DBHPx : Dana Bagi Hasil Pajak Prgporsional yang diberikan
kepada Desa x ."

(1)

(2|

(3)

BAB VI
PENGGUNAAN

Pasal 1O

Kegiatan yang didanai oleh ADD Dan Bagi Hasil Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara

terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat Desa dan dibahas
dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes)

serta mengacu pada RPJMDes dan RKPDes.

Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipertanggungjawabkan
secara administratif, teknis, dan hukum.
Penggunaan ADD Dan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
ditetapkan dalam APB Desa yang digunakan dengan ketentuan:

^.puti.rg..L
n4
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a.palingsedikitTooh(tujulrpuluihperseratus)darijumlahanggaran
beianjaDesadigunakanr.rntukmendanaipenyelenggaraan
pemerintahanDesa'pelaksanaanpembangunanDesa'pembinaan
kemasyarakatan Desa' dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan

b.palingbanyak30%(tigapuluhperseratus)darijumlahanggaranbeianja
desa d'igunakan untuk:
l,penghasilantetapdantunjanganKepalaDesaclanperangkatDesa;
2. tP.r""ional Pemerintah Desa; dan

3. tunjangan dan oPerasional BPD'

4. jaminan sosial bagi Pemerintah Desa'

Pasal 1 1

(1)PenggunaanuntukpenyelenggaraanPemerintahanDesasebagaimana
climaksucl dalam Pasal 10 ayat-i3) huruf a adalah sebagai berikut t /

a. penetapan dan penegasan batas Desa;

b. Pendataan Desa;

c. Penyusunan tata ruang Desa;

d. penyelenggaraan musyawarah Desa;

e. pe.ryediaan sistem informasi Desa;

f. penyelenggaraan perencanaan Desa;

g. penyel..rg!.t^u't' Lualu""i tingkat perkembangan pemerintahan Desa;

ft. pety.tenggaraan kerjasama antar Desa;

i. pembarrg.r.'tt' sarana dan prasarana kantor Desa;

j. kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa'

(2)PenggunaanuntukPelaksanaanPembangunanDesasebagaimana
dimaksud dalam pasal i0 ayat (3) huruf , aaJar, sebagai berikut t r'

a.pembangunan,pemanfaatandanpemeliharaaninfrastrukturdan
lingkungan Desa;

b. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan Sarana dan prasarafla

kesehatan;
c'pembangunan,pemanfaatandanpemeliharaansaranadanprasarana

Pendidikan dan kebudaYaan;

d.'pengembanganusahaekonomiproduktifsertapembangunan,
pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi

e. pelestarian lingkungan hiduP'

(3)PenggunaanuntukPembinaanKemasyarakatanDesasebagaimaga
dimaksud daiam Pasal 10 ayat (3) huruf a adalah sebagai berikut . ,/

a. pembinaan lembaga kemasyarakatan;

b. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;

c. pembinaan kerukunan umat beragama;

d. pengadaan sarana dan prasarana olah raga:'

e. pembinaan lembaga adat;

f. pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat;

(4) penggunaan untuk Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a adalah sebagai berikut i --/
a. pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan; /'

b.pelatihar... P O



lo-

i il#ltil::-::[ri#x"::x?"r"1uhan bagi Kepala Desa, perangkat

desa dan BPD; dan

d. peningkatan kapasitas masyarakat'

e.intensifikasidanekstensifikasiPajakdanRetribusidaerah'
(5)Penggunaanuntukpenanggulanganbencana,keadaandaruratdan

mendesak Desa

a. Penanggulangan bencana;

b. keadaan darurat; dan

c. keadaan mendesak'

(1)KepalaDesadanPerangkatDesamemperolehJaminanKesehatan.
(2)JaminanKesehatansebagaimanadimaksudpadaayat(1)dilaksanakan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan'

(3) Iuran jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat

(2) sebes ar Ioh (lima persen) dl.ri upah Minimum Kabupaten Kabupaten

KaroTahun2olgclenganrincianpembebanansebagaiberikut:
a.3o/o(tiga persen) ditanggung oleh pemerintah Desa yang diambilkan dari

Pasal 12

Jaminan Kesehatan KePala Desa dan Perangkat Desa

ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud

ADD. f

ADD;
b.2o/o (dua Persen) ditanggung oleh Peserta' /'

Pasal 13 /
Jaminan Perlindungan Ketenagakerj aan

KePala Desa dan Perangkat Desa '

(1)KepalaDesadanPerangkatDesamemperolehjaminanperlindungan
climaksud Pada aYat

kerja dan jaminan
ketenagakerjaan' /'

(2) Jaminan perlind'unfian ketenagakerjaan sebagarmana

(1) terdiri dari jaminan perlindungan kecelakaan

perlindungan kematian'
(3)Iuranjaminanperlind'unganketenagakerjaansebagaimanadimaksud

padaayat(1)danayat(2)sebesaro,24o/ountukjaminankecelakaandan
0,30o^untukjaminankematiandariBesaranUpahMinimumKabupaten
Karo Tahun 2OL9 ' "-'

(4) Iuran jaminan Perlindungan
pada aYat (3) dibebankan Pada

BAB vrr... L 44



(1)

(2)

(3)

-11-

BAB VII
PENGHARGAAN

Pasal 14

Dalam rangka memberi motirrasi bagi De1a, Bupati dapal memberikan

penghargaan kepada Desa {ttF Jtp"i melaksan''ttt'-' ADD' 011 
''"Ut 

Hasil

Pajak dan Retnluti paerah at"*"" ,U"",1t-t::-.l"tU 
sesuai rencana yang

telah disusun dan mampu membuat dan menyampaikan laporan realisasi

pengguna.r, ap6 i"* g"gi Hasil r^.1.r. dan Retribusi Daerah dengan baik

$3lip:"n sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk:

a. Piagam Penghargaan; atau

b. stimulant
Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat

dengan kemampuan keuangan daerah dan peraturan

undangan.

BAB VIII --.
KETENTUAN PENUTUP '-.

Pasal 15

mulai berlaku pada tanggal diundangkan'

(2), sesuai
perundang-

Peraturan BuPati ini

Agar setiaP orang
Bupati ini dengan

mengetahuinYa,
penemPatannYa

,----'M-
di Kabanjahe

2019

DAERAH KABUPATEN KARO,

memerintahkan Pengundangan
dalam Berita Daerah KabuPaten

Kabanjahe

Peraturan
Karo. t

20t9DitetaPkan di
pada tanggal' 

u/u,
*t

Lr
pArr KAR o,{4---

Diundangkan
pada tanggal

SEKRETARIS

TERKtrLIN BRAHMANA

KAMPERjLT"..ELIN PURBA /-'
KABUPATEN KARO TAI-{UN 2019 NOMOR

BERITA DAERAH



(1)

(2\

(3)

L 1-

BAB VII
PENGHARGAAN

Pasal 14

DaiamrangkamemberimotivasibagiDg,..,Bupati{"!"lmemberikan
penghargaan kepada Desa yang ;";;; melaksan"ri'"" ADD' oa'""*t Hasil

paiak dan Retrrffi; p..r"r. a"."gi" r.ualitas baik sesuai rencana yang

teLrr disusun dan mampu membrrat dan *".ry**faikan laporan realisasi

penggunau.r, anil'i"" E"gi ur."il p":"r. aan Retriuu"i natrah dengan baik

dan benar.
Penghargaansebagaimanadimaksudpadaayat(1),dapatberbentuk:
a. Piagam Penghargaan; atau

(2), sesuai
perundang-

Peraturan BuPatt

Agar setiaP orang
Bupati ini dengan

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP
Pasai 15

ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan'

20t9

BUPATI KARO,

b. stimulant
Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat

dengan kemampuan keuangan daerah dan peraturan

undangan'

mengetahuinYa,
penemPatannYa

memerintahkan Pengundangan
dalam Berita Daerah KabuPaten

DitetaPkan di KabanjaIIq,
puJu t""gg'f 01^ frf L; L

Peraturan
Karo.

Diundangkan
pada tanggal

di Kabanjahe
ar '4t*- 

i! 2019

'L
TERKELIN BRAHMANA

SEKRETARIS H KABUPATEN KARO,

KAMP ELIN PURBA

H KABUPATEN KARO TAF1UN 20lg NOMOR Og
BERITA D



(1)

(2)

(3)

-11-

BAB VII
PENGHARGAAN

Pasal 14

DalamrangkamemberimotivasibagiDesa,Bupatidapa!memberikan
penghargaan kepada Desa {t'.g i"p"i me1aksan"i,"" |P- -?, 

d11,""*i Hasil

pajak dan Retribusi Daerah dingan kualitas baik sesuai rencana yang

telah disusun dan mampu membuat dan menyampaikan laporan realisasi

penggunaan anp dan Bagi Hasil Pajak dan Ritribr-rsi Daerah dengan baik

dan benar'
Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )' dapat berbentuk:

a. piagam Penghargaan; atau

b. stimulant
Pemberianpenghargaansebagaimanadimaksudpadaayat
dengan kemampuan keuangan daerah dan peraturan

undangan'

{2), sesuai
perundang-

Peraturan
Karo.

2019

BAB ViIi
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku

Agar setiaP orang mengetahuinYa,

Bupati ini dengan PenemPatannYa

di Kabanjahe

pada tanggal diundangkan'

memerintahkan Pengundangan
dalam Berita Daerah KabuPaten

DitetaPkan di Kabanjahe
pada tanggal

BUPATI KARO,

Diundangkan
pada tanggal 2019

KABUPATEN KARO,

tA
1t4^--

TERKELIN BRAHMANA

SEKRETARIS D

KAM ELIN PURBA

H KABUPATtrN KARO TAHUN 2OI9 NOMORBERITA DA
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LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN, PENGGUNAAN

DAN PENETAPAN NTNCIAN ALOKASI DANA DESA'

BAGI HASIL PA"iAX DAN RETRIBUSI DAERAH

SETIAP OBSA DI IGBUPATEN KARO TAHUN

ANGGARAN 2019

RINCIANBAGIHASILPAJAKDAERAHDANRETRIBUSIDAERAH
SETIAP DESA DI KABUPATEN KARO TAHUN ANGGARAN 2019

MATAN KABANJAHE

II. KECAMATAN BEB SIAG]

III. KECAMATAN BARUSJAHE

v
c(

KE] UA

BAGI HASIL
NO DESA

I KABAN
I C.U 10,t/Vv

2 KACARIBU
J I<ANDIBATA
4 E'TrADFNT zo, L LY ruvw

12.385,000
5 LAUSIMOMO
6 RUMAH KABANJAHE
- O A T\/TT TD A I(),y ri),vvv

25,552,0,00
8 suMeBn MUFAKAT

DESA BAGI HASIL
NO

462.018,000i DOULU
2 11T TPT IqTI\T(AA LlrLllr\,rvv

108,553,000
3 r ATT /1TI\/TPA

30,587,000
4 RAYA

21,300,0005 RUMAH BERASTAGI
6 SEMPAJAYA I,U 1y,OU6,JU'i

NO

T
DESA BAGI HASIL

BARUSJAHE 13,380,oqq

2 BARUSJULU 12,887,000

3 BULANJAHE 13,079,000

4 BULANJULU 12,753,000

5 PARIBUN 12,825,000

6 PENAMPEN 12,579,OQ}

7 PERSADANTA 12,835,000

8 PERTUMBUKEN 13,000,000

9 RUMAMIS 13,199,000

10 SARIMANIS i2,708,000

11 SEMANGAT 13,266,O00

l2 SERDANG 12,691,000

13 SIKAB L2,773,OO0

t4 SINAMAN 12,561,00q

15 SUKAJULU 13,142,OO0

76 SUKANALU L3,272,000

t7 TALIMBARU 13,041,000

18 TANGKIDIK 12,424,OO0

19 TANJUNG BARUS 12,982,OO0

IV. KECAMATAN ...



tw IT'A\[ATAN TIGAPANAH

BAGI HASIL
DESA

AJIBUHARA
AJIJAHE
AJIJULU
AJIMBELANq

NO

IJ,! lYJJYll
1 13.400,000
2 ruffi3
4 L2.743,O0O
5 BERTAH 14,878,000

3q.570.0006 BUNURAYA
7 KACINAMBUN 13,686,000

t2.54i,000
13.076,000

I t<uBu stN4eBlelrc
KUTABALE 

-

I
10 KUTAJULU

KUTAKEPAR
12.467,OOO
12,832,000
13,875,000
t2,773,OOO

11

T2 KUTAMBELIN
13 LAMBAR

LAU RIMAN
LEPAR SAMURA
MANUK MULIA

t4 L2,928,OOO
15 12.986,000

t4.273,O00
12.584,000
13.123,000
14,001 ,000
16.236,O00
12.517,000

L6

t7 MULAWARI
1B SALIT
19 SEBERAYA
20 SINGA
2L SUKA
22 SUKA DAME

SUKA MBAYAK
SUKA SIPILIHEN - 

12,479,000
13,846,000
13.440.000

23
24
25 SUKAMAJU 16,51 1,00.0
26 TIGAPANAH

MEREK

BAGI HASILDESANO

1 AJINEMBAH
I ,

l, q52 000
2 BANDAR TONGGING

DOI(AN
17.887,000

3 14,563,000
41,493,000
16,449,000

4 GentxcclNc
5 koooN-tcoDoN
6 MPBPK

MULIARAYAT
12.896,000

7
8 NAGALINGGA 12,473,O0O
9 NAGARA
i0 NBCBru TONGGING

LZrO L.J,

13,!92EOQ
11 PANCI IRRATU

ffiAMBATANt2
13 PERTIBI LAMA
L4 PERTIBI TEMBE

IJ,O\)ZTVv\-'
1^ ^a z nr\r\

15 REGAJI 12.864,000
16 SIBOLANGIT
L7 UTUNOCALiNG
18 AT IIZ A \if A NJT'\T LZr9 Lr),

48,624,00Q
19 TONGGING

vr. KECAMATAN ... 
l, 

O



.Tt^NI QTI\IPANG EMPA

BAGI HASIL

r\nn

vl. ll

DESA

EBGaNptNc
BERASTEPU
BULANBARU
GAJAH

NO

ffiI
2 12,738,Q00
3 12,785,000
4

-i2,385,000

5 gAryIBER
JERAYA -
KUTA TENGAH

6
7 13,756,000
8 INGGA r a qAl, OOO

LtNcce -lul,u -

NANGBELAW4N
9 12,594,000
10 13 191,000
11 NDOKUMSIROGA

PERTEGUHEN
PINTUBESI --

L2.932poo
@ffiot2

13
l4 SIRUMBIA

SI IRRAKTI
I3.465,000

-

10 20r) nno15
ucnpaNCUn
TORONG

16 12,44?,009
t7

E rr 
^ 

Nir aTAN Mi iN'l'E

BAGI HASIL
DESA

BANDAR MERIAH
BeRuNc rBRseP
BIAKNAMPE

NO

IZ.60 r,UvV
13,228,0001

2 L2,781,000
3 13.064,000

12.5L 1,000
12.392.OO0

4 ffi
GuttuNc sezunu
GURUBENUA

5

6 13,499,000
12.884,0007

8 KABANTUA
KiNEPPEN

13,531,000
13,197,000
12.539,000

9
10 KVTAGERAT

KUTAMBARU11 13,070,000 Jffi
12.673,000
12,565,000
12.637,000
13.002,000
13.075'O00
12.614,000
13.949,000
12.636,000
12,959,000

VIII. KECAMATAN ...

t2 KUTASUAH
13 MUNTE
14 NAGERI
r5 PARIMBALANG
i6 PBNTUUTUNGEN
t7 SARIMUNTE
1B SARINEMBAH

SELAKKAR19
20 SINGGAMANIK
2l SUKARAME
cc TANJUNG BERINGIN

&



ITTT E'NATTATAN .J

BAGI HASILDESANO

1 BATU MAMAK 12.385.000
2 BEKILANG 12.430,000;, '

12,431,000
'i 

!' r

12.5t 1.000
3 BULUH PANCUR

GUNUNG JUHAR4
5 JANDI

rTIIf AR GTNTING
I3,199_,ooo-

6
JUHAR GIN-ING s4pAJIoGA7 13.136,000\-+-

12,780,0008 .luHen PERANGIN-NGN
9 ITII{AI? TARIGAN

KERIAHEN
I Z,ylro,u\Jv

10 12,4Ql,.ooo
11 I'E']TA\MAREN

KIDUPEN
L'2,1+ZC,VrJ1J

L2 1C q41 000
13 r<UtN GUGUNG no n.n.i.)

t4 KUTAMBELIN o( nnn
15 LAU KIDUPEN 12,385,000

12.803,000
L2.469,OOQ

16 LAU LINGGA
t7 MBETUNG
18 NAGA 12,80?,000
19 NA(-}rRI

NAMOSURO20 o r\nn
21 PASAR BARU t2.992.OO0
22 PERNAN'I'iN Een nno
23 SIGENDERANG

,

12,984,000
24 SUGIHEN
25 SUKABABO

UHAR

MATAN TIGABINANGA

x. KECAM^T^* {[
a

IX. K ECA

BAGI HASIL
NO DESA

1 ^,TTI 
\itAI\/tAI' IZ, /UD,UUU

12.504,000
2 BUNGA BARU
o /.\I II\TT TI\TT: IZ,OQ\),

t2,692,OO9
4 FI\/T I'III\/T

12,893,000
5 IAT A

13,107,000
6 KUTA BANGUN

13,384,000
7 TlT T'r1A /1A T r.)IJ

IlT T,Tt A TTE-P AT L2,667,O0Q
8 72,392,O0O
9 KUTA RAYA
10 IlI T'TA ElT T A I? A rzroo9rvvv

12,987,O00
11 TZr rn^'l\/TP A Pf I PT TNTT

12,658,000t2 LAU KAPUR
r3.182,000

13 LIMANG
T4 DE'I]PE-qT rcr roo,uvv

13.848,000
15 PERGENDANGEN
16 DE'I?TT II\/TP,T TT{RN LZrl O r,\,,\J\,,

12,678,0O0t7 SIMOLAP
18 SIMP. PERGENDANGEIi 12.406.000

12,592,00Q
19 SUKAJULU



KECAMATAN L4qBALENG

BAGI HASIL

EATU RONGKAM
BULUH PANCUR 12.512,000
DuruN RUGUN 12.848,000
KINANGKONG 12,842,00Q
KUTAMBELIN 15,704,000
LAU PEMDEP 12.427.00Q
r.EU PBNANGGUNEN 12,778,OOO
LAUBALENG 12,575,000
LINGGA MUDA l2,740,OOO

12.706,000
rtAnnt -tvteAL PETARUM 13.436,000

PINTU ANGIN 12,693,000
RAMBAH TAMPU I2,438,000
TANJUNG GUNUNG

BAGI HASIL
NO DESA

I BANDAR PURBA
LZ,O LYT!JlJ!.,,

12,49Q,O00
2 rrT|I\/f A LI\/IT TI?

KUTA PENGKIH
12.387.000

o
4 TI N A1)TTTN

t2,782,0O0

-

r A Onn r\r\r\5 LAU KESUMPAT
6 ATT ]\fTIT r]AP ,vY:

13.261,000
7 LAU PAKAM
8 I T DL'NT/AT IT T T

LZ)I LLrWW

12,725,0Q0
9 TI Cr1T TI

13,313,000
10 MARDINGDING
11 DTI\/TN trlI T]\IT:,4 LZr.+.) r rVYa

12,638,000t2 TANJUNG PAMAH

KECAMATAN MABp!\GDINS

XII. KECAMATAN PAYUNG

XIII. KECAMATAN ... It
q

NO

1

DESA BAGI HASIL

D 
^'TT 

II' A I? A NN r3,56!p99
12,385,000

2 r\TN/f EI A I\TT:
12,385,000

3 GURUKINAYAN
12,990,000

4 PAYUNG
13,004,000!

6

RIMOKAYU
SELANDI L2,481,000

7 SUKAMERIAH 12,3t!p99
B UJUNG PAYUNG 12,522,O0O



VTTI rE.TlAI\[ATAN DO

BAGI HASII,

L2.946,OOO

DESA

BUKIT

NO

1

13.217,0002 DOLAT RAYAT
KUBU COLIA3

4 MELAS 13.364,UUU
12,919,000
1?, 517 000

5 SAMPUN
6 SUGIHEN
7 UJUNG SAMPUry

LAT RAYAT

TAN MERDEKA

KECAMATAN NAMAN TERAN

{,

q

XIV. KECAMA

BAGI HASIL
NO DESA

1 CINTA RAKYAT
NE'PAM t2.496,QOO

2
GONGSOL

5U. /)U,UUU
3 nr) nnn
4 uf1

"5 
7r)6 000

5 MERDEKA 71cr nnn
6 NLTD A DTI-I

SEMANGAT
14.917,000

Z
8 sBueNCer GUNqNG

L2,827,OOO
9 UJUNG TERAN

xv.
BAGI HASIL

NO

1

DESA

DALI l2,Jdc,uuu
12,507,000

2 GUNG PINTO

3 KEBAYAKEN
4 KUTA TONGGAL
5 KUTAGUGUNG
6 KUTAMBELIN
7 I7T I'T A I) AV A'T LZTAVOTVW

r3.249.000
8 NAMAN
9 NTT-\E'EI' ATT LZ TTJYa TlJWIJ

t2,385,000
10 SIGARANG-GARANG
11 ATI\/I A 

'E'I\T
IZ,OOJ,VVV
12,385,qqo

t2 ATTIlAI\TAT TT

13,146,000
13 SUKANDEBI

12,653,000
14 SUKATEPU

XVI. KECAMATAN ...



T\ iT A,N A I\T TTG ANDERKET

BAGI HASIL

r\nn

AV I, I\JJ\/

DESANO
LZr.JQ\Jl

I GUNUNG MEIlI,AwAi\
JANDI MERiAH
KUTA GALUH
rutR rBpeR
KUTAMBARU -
lrrrapnTNGDING

13.002,00u
2 12,94O,0UU
3 13,864,Q0U

@4
5
6 t2$s99OO
7 NARIGUNUN(j

NARIGUNUNG
!_
il

12.731,000
13,2l7,QQO8

9 PENAMPEN I2,400,000
10 PERBAJI

SUKATENDEL
SUSUK

12,499,OOOrure11

t2
13 +ffi

TAN.TI]NG PULQ

L2.7A7,OOO
12.519,000
10 r..Q1 nno

L4
15

TEMBURUN16 13,705,000
L7 TIGANDERKEI

UHrzE ra al\/t aTAN KIITABUL

BAGI HASIL
DESA

NTNIRNG UBruRH
BUAHRAYA -

cuNUNq uBruen
JINABUN

NO

L',2.9+ /,UUv
1 12.7l2,ooo

t2,887,OOO2
c 12.750,000

12.592.OO0(

13.180,000
t2.678,O0O

i

12.685,000
12.500,000
12.686,000

4
5 KUTABULUH
6 KUTABULUH GUGUI\U

KUTAMALE7
B LAUBULUH
9 LIANG MERDEKA

MBURIDI10 12.674,OOO
12,682,OgQ
12.562,000

11 NEGERIJAHE
t2 POLATEBU

RIHTENGAH13 12,s48,000
t2.724,OOO
12,757,OOO

L4 SmneNc-ABANG
15 taN.luNc MERAHE
t6 IUUNC DET.ENG

f".uro", 
u*r, [.,'

a[., 
"u*our,[*^**^i



AN TiGANDERKET

XVIi. KECAMATAN KUTABULUH

BAGI HASILDESANO

I GUNUNG MERLAWAN

JANDI MERIAH
KUTA GALUH
KUTA KEPAR
KUTAMBARU
lrrraentruGDiNG

13.002.000
2 i2.940.000
3 r3.864.000
4 12.552.000
5 13.714.000
6

NARIGUNUNG I
'l2.4bu.uuu

7

8 NARIGUNUNG II
pnNavpEN

LZ,I \)

t3.217.000
9

PERBAJI
I2.4UU.UUU

10
11 SUKATENDEL 12.600.000
T2 SUSUK 13.063.000
13 IEN.IUNC MBELANG

TAN.IITNG MERAWA t2.787.OOO
14

TANJUNG PULO
I 2.b r9.UUU

15

16 TEMBURUN 13.705.000
1.7 UCNNPORKET

DESA BAGI HASIL
NO

1
r.r'r.nrul/1 I\/TE'PTAH L'2.Y'T /.UUU

t2.712.000
2 rT^LTDAVA

12.887.000
3 /1I TI\TT IT\IG I\/TRRTAH

12.750.000
4 II\I A EIT T1\I

12.592.0O0
5 TlI ITNA PT TT .T TIJ

13.180.000
6 *r rrapl rr .T TI-tr (}I IGI ING

12.678.QOQ
7 KUTAMALE

12.685.000
8
9
10
11

LAUBULUH
LIANG MERDEKA 12.500.000

MBURIDI
12.686.000

NEGERIJAHE t2.674.OOO

L2 POLATEBU
LZ.OOz.VvV
12.562.0O0

13

t4
RIHTENGAH
SIABANG-ABANG

12.548.000

15 TANJUNG MERAHE L'2. t',l+.VVv

16 UJUNG DELENG L'I,I C /.UUU

BUPATI KARO,

TERKELIN BRAHMANA



XVI. KECAMATAN TIGANDERKFT

NO DESA BAGI HASIL

I GUNUNG MERLAWAN 12.385.000
2 JANDI MERIAH 13.002.000
J KUTA GALUH 12.94Q.OOO
4 KUTA KEPAR 13.864.000
5 KUTAMBARU 12.552.000
6 MARDINGDING 13.714.000
7 NARIGUNUNG I 72.460.OO0
8 NARIGUNUNG II 12.731.000
9 PENAMPEN 13.217.000
10 PERBAJI 12.400.000
11 SUKATENDEL 12.499.oOQ
t2 SUSUK 12.600.000
13 TANJUNG MBELANG 13.063.000
T4 TANJUNG MERAWA 12.787.OOO
15 TANJUNG PULO 12.519.000
16 TEMBURUN 12.631.000
\7 TIGANDERKET 13.705.000

XVII. KECAMATAN KUTABULUH

NO DESA BAGI HASIL

1 BINTANG MERIAH 12.947.OOO
2 BUAHRAYA t2.7 |2.QOO
3 GUNUNG MERIAH 12.887.000
4 JINABUN 12.750.000
5 KUTABULUH 12.592.OOO

6 KUTABULUH GUGUNG 13.180.000
7 KUTAMALE 12.678.000
B LAUBULUH 12.685.000
9 LIANG MERDEKA 12.500.000
10 MBURIDI 12,686.000
11 NEGERIJAHE 12.674.OOO
L2 POLATEBU 12,682.OOO
13 RIHTENGAH 12.562.O0O
l4 SIABANG-ABANG 12.548.000
15 TANJUNG MERAHE t2.724.O00
t6 UJUNG DELENG 72.757.OOO

BUPATI KARO,,U
TERKELIN BRAHMANA


